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ABSTRAKSI

ASPEK.ASPEK GANT!I RUGI D1 BIDANG PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA

( Studi Kasus Rumab Sakit Umum Binjai )

OLEH
Jeni Yenita

NIM: 97 840 0019

Pelayanan Keluarga Berencana berasti melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di dalamnya, baik itu si peserta KB sendiri maupun pihak-pihak
yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana. Dalam hal keterlibatan antara
dua pihak yang berlainan kepentingan tersebut maka di dalamnya ada kaedah-
kaedah yang mengatumya. Kaedah yang mengatur inilah yang menjadi pedoman
kepada pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing,

Salah satu kaedah yang sangat esensial tersebut adalah hukum, dan
dikarenakan dalam bidang pelayanan keluarga berencana ini menyangkut
hubungan entara individu dengan individu dan juga individu dengan suatu
lembaga asau badan hukum maka kaesdah hukum yang mengatunya adalah
Hukum Perdasa. Dengan begitu membicarakan Keluarga Berencana tidak teriepas
dan rmasalahan Hukum Kepevdataan, sebagai kajian karya ilmiah im
selarjutnya.

Adapun petmasalahan yang diajukan adalah ““* Bagaimana pelaksanaan
ganti rugi techadsp akseptor yang mengalami kerugian dalam hal pelaksanaan
pelayanan keluarga berencana “,

Setelah dilakukan penelitian mka didapatkan hasil sebaga: berikut :

1. Pelaksanaan ganti rugi terhadap akseptor yang mengalami kerugian dalam hal
pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dapat diajukan oleh akseptor
kepada pcnyelenggara pelayanan keluarga berencana tersebut, baik lembaga
tersebut berbentuk rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Pelaksanaan
tuntutan ganti rugy yang diajukan tersebut hasus dapat membuktikan bahwa
benar pihak penyelenggara pelayanan KB telah melalaikan tugasnya atau
pihak penyeleaggara pelayanan keluarga berencana tersebut telah melakukan
kesalahap sehingga merugikan pihak alseptor. Sedangkan dalam menentulan
besarmya kerugian yang dialami akseptor tidak dapat ditentukan, karena bisa
saja dalam hal perselisihan permasalahan ganb rugi pelayanan KB di pakai



sistem musyawarah dimana pelaksana program KB memberikan pelayanan
kesehatan atas kegagalan program KB yang ditkuts si akseptor.

. Timbulnya masalah-masalah ganti rugi dalam hal pelayanan keluarga
berencana ini disebabkan oleh wanpcesmasi dan juga dengan dasar perbuatan
melawan hukum (onrechtmatigedaad). Wanprestasy dapat diajukan apabila
pihak penyelenggara pelayanan kejuarga berencana telah melalaikan
kewajibannya sebagai yang dipetjanjikan dalam perjanjian terapeutik
pelayanan keluarga berencana antara akseptor dengan penyelenggara
pelayanan  keluarga berencana tersebut, sedangkan tuntusen perbuatan
melawan hukum dapat diajukan aekscptos apabila benar dirasakan bahwa
petbuatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan telah membuat aksepsor
duuglen, maka dengan demsikian hipotesa kedua penulis terbukt
kebenarannya dan dapat dijadilan dalil
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BAB 1

PENDARULUAN

Tujuan esensial perkawinan adalah mewujudkan rasa saling memiliki, rasa
kasth sayang serta rahmat bag) suami isteri dan melanjutkan keturunan. Sehingga
dengan hal demikian maka faktor untuk mengadaken suatu keturunan dengan
sebab yang halal dan sah adalah suatu kemaslahatan yang ada di dalam suatu
perkawinan. Dengan demikian tidak ada pembebanan terhadap berapa anak yang
harus dilahirkan dalam suatu perkawinan, bahkan perkataan banyak anakpun
bukan permasalahan dalam diadakan suatu perleawinan.

Beberapa negara di dunia sekarang menghadapi masalah kependudukan
yang serius jearena laju pertumbuhan penduduk yang tingg) tidak seimbang
dengan laju perfunbuhan ekonomi dan sektor-sektor ketudupan lainnya, sehingga
usaha pemcnntab memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menghadapi
suatu kendala yang serius, seperti negara India yang juga mempunyai masalah
kependudukan.

Dalam hal untuk mengantisipast pestumbuhan penduduk yang melaju lebih
tinggi maka pemerintah Indonesia menjalankan suatu program yang dinamalean
dengan program keluarga berencana. Karena pelayanan medis Keluarga
Berencana termasuk pemberian obst/alat kon@ascpsi, dilakukan secars bersama-

sama dengan pelayanan kesehatan pada umumnya, maka klinik Keluarga

Berencana diselenggarakan secara tergabung dengan Balai Kesehatan Ibu dan




Anak (BKIA), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah-rumah
sakit/tfumah bersalin yang telah ada. Dengan leata lam dimana ada kegiatan
pelayanan kesehatan, disitu terdapat pula kegiatan pelayanan kontrasepsi.

Pelayanan dalam hal Keluarga Berencana berarti melibatkan pthak-pihak
yang berkepentingan di dalamnya, baik itu si peserta KB sendiri maupun pihak-
pihak yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana Dalam hal keterlibatan
antara dua pihak yang berlainan kepentingan tersebut mala di dalamnya ada
kaedah-laedah yang mengaturnya, Kaedab yang mengatur initah yang menjadi
pedoman kepada pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing.

Salah satu kaedab yang sangat esensial tcrsebut adalah hukum, dan
dikarerakan dalam bidang pelayanan keluarga berencana ini menyangkut
hubungan antara individu dengan individu dan juga individu dengan suatu
lembaga atau badar hukum maka kaedah hukum yang mengaturmya adalah
Hukum Perdata. Dengan begitu membicarakan Ketuarga Berencana tidak terlepas

dan permasalahan Hukum Keperdataan, sebagai kajian karya ilmiah ini

selanjutnya.
A. Pepgertiap Dan Pepnegasan Judul
Seperti kita ketahui bahwa skripsi harus mempunyai judul, dan judul

skripsi hanuis ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tdak menimbuikan

penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul skripsi ini, dimana judul
skripsi yang dimaksud adalah : * Aspek-Aspek Ganti Rugi D1 Bidang pelayanan

Keluarga Berencana “.
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